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ABSTRAK 

 

Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan mendorong kebutuhan 
lahan untuk kawasan permukiman. Sebagai akibatnya, banyak lahan yang tidak 
sesuai dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Tujuan penelitian ini adalah; 
a) mengevaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman; b) menentukan 
zonasi kawasan rawan bencana alam; c) mensintesaskan prioritas kawasan 
pengembangan permukiman pada zona rawan bencana; dan d) menentukan arahan 
kebijakan pembangunan berkelanjutan pada zona rawan bencana di Kabupaten 
Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi kesesuaian lahan untuk 
kawasan permukiman dianalisis berdasarkan kriteria USDA (1971). Indikator 
yang digunakan untuk penentuan kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman 
adalah drainase, banjir, lereng, sebaran kerikil, tekstur, dan kedalaman efektif. 
Indeks kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman mengklasifikasikan atas 
empat kategori yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), sesuai marginar (S3), dan 
tidak sesuai (N). Untuk penentuan tingkat kerawanan menggunakan tujuh 
indikator yaitu; curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, bentuk lahan, elevasi, 
geologi, dan penggunaan lahan. Selain itu, prioritas pengembangan kawasan 
permukiman ditentukan hasil overlay peta kesesuaian lahan untuk permukiman 
dengan zona kerawanan banjir. Teknik yang digunakan penentuan prioritas yaitu 
limiting faktor, artinya zona yang tidak sesuai dan rawan bencana tinggi tidak 
menjadi prioritas pengembangan kawasan permukiman. Selanjutnya arahan 
pengembangan kawasan permukiman ditentukan menggunakan pendekatan AHP 
(Analytical Hierarchy Process). Kriteria yang akan dikembangkan terbagi atas tiga 
yaitu konservasi, regulasi, dan mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kabupaten Limapuluh Kota sekitar 46 persen wilayahnya memiliki tingkat 
kesesuaian marjinal (S3) untuk kawasan permukiman. Selain itu, pada wilayah 
penelitian zona rawan banjir tinggi sekitar 6,2 persen dari luas wilayah, sekitar 
50,6 persen zona rawan sedang, dan sisanya sekitar 43,2 persen zona rawan 
rendah. Kawasan yang menjadi prioritas pada wilayah penelitian sebagian besar 
merupakan prioritas 4, yakni sesuai (S2) dan indeks kerawanan sedang. 
Selanjutnya arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman pada zona 
rawan banjir di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat tiga alternatif  utama, yaitu: 
a) pendidikan kebencanaan; b) peningkatan sosialisasai pada  zona rawan banjir; 
dan c) perencanaan ruang berbasis bencana. 
 
Kata kunci: arahan kebijakan, permukiman, prioritas, dan rawan. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari pemanfaatan lahan. Lahan 

merupakan sumberdaya penting untuk kehidupan manusia dipermukaan bumi. 

Semakin banyak jumlah manusia yang menghuni permukaan bumi, maka semakin 

tinggi kebutuhan untuk pemanfaatan lahan. Sedangkan lahan yang tersedia untuk 

dampat menampung kebutuhan manusia bersifat terbatas (Umar dkk. 2017). 

Sadyohutomo (2008) menambahkan bahwa keterbatasan lahan yang dapat 

mendukung kebutuhan manusia menyebabkan terjadiknya konflik antar pengguna 

lahan dan akan menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, Muata,ali (2012) 

menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan manusia 

memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan dan daya 

dukung lingkungan. Sebagai akibatnya teerjadinya penurunan kualitas lingkungan 

dan bencana alam. Karmakar dkk. (2010) dan Kodoatie (2013) dampak perubahan 

penggunaan lahan menjadi lahan terbangun adalah terjadinya peningkatan 

bencana banjir.  

Banjir dapat didefinisikan sebagai aliran air di permukaan tanah yang relatif 

tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga 

melampaui badan sungai serta menimbulkan genangan atau aliran dalam jumlah 

yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia (BNPB 2012 

dan Wardhono dkk. 2012). Menurut Asdak (1995), Bechtol dan Laurian (2005), 

bahwa banjir dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni meteorologi, karakteristik DAS, 

dan perilaku manusia. Mudelsee dkk. (2003), Popovska dkk. (2010),  Wardhono 

dkk. (2012), dan Umar (2016a) menyatakan peningkatan intensitas curah hujan 

dapat mendorong terjadinya banjir, peningkatan curah hujan dipengaruhi oleh 

faktor peningkatan suhu secara global yang berdampak terhadap percepatan siklus 

hidrologi.  Kodoatie (2013) dan Umar dkk. (2016b) banjir dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik daerah aliran sungai (DAS) berupa bentuklahan, elevasi, jenis tanah, 

dan kemiringan lereng. Selain itu, Kodra dan Syaurkani (2004), Pribadi dkk. 

(2006), Kodoatie (2013), dan Yüksek dkk. (2013) menyatakan bahwa perilaku 

masyarakat dalam pemanfaatan lahan dapat memperburuk terjadinya bencana 

banjir.  
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UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan BNPB (2012) 

menjelaskan bahwa rawan bencana merupakan kondisi atau karakteristik geologis, 

biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Upaya yang dapat 

dilakukan dalam rangka mencegah atau meminimalisis dampak buruk dari 

bencana banjir yakni melakukan mitigasi.  

BPBD Kabupaten Limapuluh Kota mencatat adanya terjadi peningkatan 

bencana banjir baik dari frekuansi maupuan luasan yang terkena dampak pada 

periode 2010-2017. Salah satu bentuk mitigasi yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir dampak risiko banjir dengan cara menentukan arahan kebijakan 

mitigasi pada zona rawan banjir di Kabupaten Limapuluh Kota. Kabupaten 

Limapuluh Kota berdasarkan karakteristik fiksik memiliki wilayah yang sangat 

rawan untuk terjadi bencana banjir, antara lain: a) secara morfologi kawasan 

tersebut sekitar 25% merupakan kawasan relatif datar (0-8%); b) sekitar 70% 

kawasan Kabupaten Limapuluh Kota kawasan hutan primer beralih fungsi 

menjadi kawasan hutan sekunder; c) peningkatan intensitas curah hujan pada 

kawasan uppar DAS; dan d) semakin berkembangnya kawasan permukiman pada 

zona bentulakan lahan asal proses fluvial. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan kawasan 

permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman menyebabkan 

pemanfaatan ruang tanpa memperhatikan kesesuaian lahan dan peruntukannya. 

Sebagai akibatnya menyebabkan semakin meningkatnya kawasan permukiman 

terjadi bencana khususnya banjir. Bencana banjir dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yaitu metoerologi, karakteristik DAS, dan prilaku masyarakat sekitar DAS. Pada 

Kabupaten Limapuluh Kota dalam lima tahun belakangan telah terjadi 

peningkatan frekuensi dan luasan kawasan banjir.  

Mitigasi merupakan suatu tindakan untuk mengurangi risiko yang 

ditimbulkan akibat bencana alam. Pembuatan prioritas kawasan permukiman dan 
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arahan pembangunan berkelanjutan merupakan tindakan mitigasi secara non 

struktural. Mitigasi secara non struktural membutuhkan modal lebih kecil dan 

berkelanjutan dibandingkan mitigasi secara struktural. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disajikan pertanyaan 

penelitian, antara lain: 

1) Bagaimanakah kesesuaian lahan kawasan permukiman di Kabupaten 

Limapuluh Kota? 

2) Bagaimanakah gambaran zona tingkat kerawanan banjir di Kabupaten 

Limapuluh Kota ? 

3) Bagaimanakah mensintesakan pengembangan prioritas kawasan permukiman 

rawan banjir di Kabupaten Limapuluh Kota? 

4)  Bagaimanakah menentukan arahan kebijkan pembangunan berkelanjutan di 

Kabupaten Limapuluh Kota? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengevaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman di Kabupaten 

Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 

2) Menentukan zonasi kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Limapuluh 

Kota Prpovinsi Sumatera Barat. 

3) Mensintesaskan prioritas kawasan pengembangan permukiman pada zona 

rawan bencana di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 

4) Menentukan arahan kebijakan pembangunan berkelanjutan pada zona rawan 

bencana di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 

1.4. Luaran Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian akan menghasilkan empat 

temuan, yaitu: a) peta tingkat kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman, b) 

zonasi tingkat kerawanan banjir, c) peta prioritas pengembangan kawasan 

permukiman pada zona rawan bencana, dan d) arahan kebijkan pembangunan 

berkelanjutan.  Hasil dan temuan penelitian akan dipublikasikan pada seminar 

atau jurnal internasional serta jurnal terakreditasi nasional. 
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1.5. Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan mendorong kebutuhan 

lahan untuk kawasan permukiman. Sebagai akibatnya, banyak lahan yang tidak 

sesuai dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Evaluasi kesesuaian lahan 

untuk kawasan permukiman dianalisis berdasarkan kriteria USDA (1971). 

Indikator yang digunakan untuk penentuan kesesuaian lahan untuk kawasan 

permukiman adalah drainase, banjir, lereng, sebaran kerikil, tekstur, dan 

kedalaman efektif. Indeks kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman 

mengklasifikasikan atas empat kategori yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), 

sesuai marginar (S3), dan tidak sesuai (N). Untuk penentuan tingkat kerawanan 

menggunakan tujuh indikator yaitu; curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, 

bentuk lahan, elevasi, geologi, dan penggunaan lahan. Selain itu, prioritas 

pengembangan kawasan permukiman ditentukan hasil overlay peta kesesuaian 

lahan untuk permukiman dengan zona kerawanan banjir. Teknik yang digunakan 

penentuan prioritas yaitu limiting faktor, artinya zona yang tidak sesuai dan rawan 

bencana tinggi tidak menjadi prioritas pengembangan kawasan permukiman. 

Selanjutnya arahan pengembangan kawasan permukiman ditentukan 

menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process). Kriteria yang 

akan dikembangkan terbagi atas tiga yaitu konservasi, regulasi, dan mitigasi. 

 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Mitigasi Bencana 

UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa 

mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Menurut Iwan et al. (1999), mitigasi mencakup 

semua tindakan-tindakan yang diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya 

peristiwa alam dalam rangka meminimalkan dampaknya. Tindakan mitigasi 

meliputi menghindari bahaya, memberikan peringatan, dan evakuasi pada periode 

sebelum bahaya. 

Mitigasi banjir dapat diartikan serangkaian upaya yang dilakukan  dalam 

rangka meminimalisir risiko yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Upaya-

upaya mitigasi banjir dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah terjadinya 

bencana banjir. Mitigasi banjir dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yakni 

mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Tindakan mitigasi struktural dapat 

dilakukan meliputi pembuatan bendungan, normalisasi sungai, pemotongan alur 

sungai, dan perbaikan drainase. Selain itu, mitigasi non strutural dapat dilakukan 

melalui cara zonasi potensi rawan dan risiko banjir, memberikan sosialisasi dan 

peringatan dini upaya penyelamatan diri, dan regulasi kebijakan pemanfaatan 

ruang pada zona rawan dan risiko banjir.     

Bechtol dan Laurian (2005) menyatakan bahwa langkah-langkah non 

struktural jauh lebih berkelanjutan dibandingkan langkah-langkah struktural 

dalam rangka mitigasi banjir. Langkah-langkah non struktural meliputi 

pembebasan lahan pada daerah rawan banjir, manajemen penggunaan lahan pada 

dataran banjir, dan peraturan pembatasan penggunaan lahan pada dataran banjir. 

Langkah-langkah struktural selain tidak berkelanjutan, upaya ini juga 

membutuhkan biaya mahal, misalnya pembuatan bendungan, pelebaran sungai, 

dan memotong bagian sungai. Selain itu, menurut Burby et al. (1988); Bechtol  

dan Laurian (2005), langkah-langkah struktural selain tidak ramah lingkungan dan 

mahal, langkah tersebut juga menyebabkan degradasi lingkungan yakni hilangnya 

lahan basah dan habitat organisme. 
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Mitigasi banjir dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan sebagai 

upaya pencegahan dan mengurangi kerugian akibat bencana alam dimasa yang 

akan datang. Penentuan zonasi daerah rawan dan berisiko, menetapkan langkah-

langkah penyelamatan, dan menyusun aturan penggunaan lahan pada zona rawan 

dan berisiko banjir merupakan serangkaian tindakan mitigasi dalam perencanaan 

pembangunan. Selain itu, mitigasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat dalam perencanaan wilayah rawan dan berisiko banjir. 

Iwan et al. (1999) menyatakan bahwa mitigasi harus dimasukkan dalam 

perencanaan penggunaan lahan serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan. 

Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui dan mengakomodasi tuntutan 

pembangunan di daerah yang kurang rentan terhadap bencana alam. Perencanaan 

mitigasi yang komprehensif meliputi; a) penentuan lokasi dan sifat dari potensi 

bahaya; b) karakteristik populasi dan struktur (sekarang dan masa depan) yang 

rentan terhadap bahaya tertentu; c) penetapan standar untuk tingkat risiko yang 

dapat diterima; dan d) mengadopsi strategi mitigasi berdasarkan analisis biaya dan 

manfaat yang realistis. 

 

2.2. Dinamika Permukiman 

Dinamika permukiman merupakan perubahan keadaan permukiman dari 

suatu keadaan menjadi keadaan lain. Perubahan keadaan tersebut biasanya 

didasarkan pada waktu yang berbeda pada analisis ruang yang sama, baik 

berlangsung secara alami maupun secara artifisial, dengan campur tangan manusia 

yang mengatur arah perubahan keadaan tersebut (Antrop 2004). Menurut Chust et 

al. (2004), faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sangat 

komplek dapat mempengaruhi perubahan alami permukiman, sehingga 

mempunyai pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap kesejahteraan 

penduduk yang bermukim. 

Kawasan permukiman pada wilayah perkotaan dari waktu ke waktu semakin 

mengalami perluasan. Perubahan penggunaan lahan pada wilayah perkotaan 

menjadi lahan terbangun dapat terbentuk secara alami, namun dapat juga 

terbentuk akibat campur tangan manusia dalam pengaturan arah perubahannya. 

Wilayah yang tumbuh secara alami tanpa campur tangan manusia penataan 
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perubahannya cenderung memiliki dampak negatif dibandingkan wilayah yang 

besar campur tangan manusia dalam penataannya.   

Dinamika perubahan penggunaan lahan untuk permukiman dipengaruhi oleh 

pergerakan manusia dalam membangun permukiman serta pindahnya fungsi-

fungsi wilayah, seperti pendidikan, industri, perdagangan, dan lain sebagainya 

(Kaur et al. 2004). Selanjutnya Pribadi et al. (2006) menjelaskan bahwa pesatnya 

pembangunan akan menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, dimana 

ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak ruang-ruang alami untuk 

berubah fungsi. Tingginya desakan terhadap ruang-ruang alami akan 

menyebabkan menurunnya kemampuan alami lahan untuk menyerap dan 

menampung air, terutama pada musim penghujan. 

Konversi penggunaan lahan menjadi lahan terbangun dapat menimbulkan 

dampak terjadinya peningkatan aliran permukaan dan semakin luasnya daerah 

genangan banjir. Hal ini terjadi karena semakin berkuranganya ruang air untuk 

malakukan penyerapan air kedalam tanah, terutama saat musim penghujan. 

Semakin tidak adanya kontrol dalam pemanfaatan lahan terbangun, maka luasan 

genangan banjir pada saat musim penghujan semakin luas untuk masa akan 

datang. 

Pribadi et al. (2006) menunjukkan bahwa perubahan alami di suatu wilayah 

lebih dominan didorong oleh terjadinya perluasan aktivitas ekonomi, pertanian, 

dan perkebunan-perkebunan besar yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya 

perluasan permukiman ke wilayah pinggir (urban fringe). Pembukaan lahan hutan 

untuk aktivitas pertanian dan permukiman akan berdampak pada makin  

berkurangnya fungsi ekosistem, sehingga arahan kebijakan adalah perlu menata 

kembali aktivitas permukiman dan pertanian dalam konteks ruang agar tidak 

mengeser kepentingan ekologis. 

Wilayah permukiman merupakan salah satu bentuk lingkungan binaan, yang 

dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu: (1) permukiman yang tidak terencana, 

tumbuh dan berkembang berdasarkan aktivitas mata pencaharian penduduk dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan (2) permukiman yang terencana yang sudah 

mengacu pada UU penataan ruang serta kebijakan-kebijakan daerah yang tertuang 

dalam rencana tata ruang daerah (Arif 2003). Suryani dan Marisa (2005) 
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menjelaskan permukiman selain merupakan kebutuhan dasar manusia juga 

mempunyai fungsi yang strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian 

budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan 

pengaktualisasian diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan 

meningkatnya kualitas hidup yang layak dan rasa aman dari segala bahaya yang 

mengancam keselamatan hidupnya. 

Giyasir (2005) menambahkan bahwa kecenderungan pergeseran fungsi-

fungsi kekotaan ke daerah pinggiran (urban fringe), disebut dengan proses 

perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (urban sprawl), sehingga 

daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial. Proses 

densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi  

dari meningkatnya kebutuhan ruang di daerah perkotaan. Pada kondisi topografi 

pinggiran kota yang berbukit, secara fisik lahan tidak bisa dikembangkan untuk 

permukiman, tetapi dengan terjadinya proses densifikasi akan menimbulkan 

konversi lahan menjadi daerah permukiman. 

Perubahan penggunaan lahan juga dipengaruhi oleh faktor samakin 

meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena adanya faktor pendorong dan 

daya tarik wilayah perkotaan. Masyarakat perdesaan pindah ke wilayah perkotaan 

untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas perkotaan. Hal ini terjadi 

karena ke tidak meratanya pembangunan. Semakin besarnya arus urbanisasi akan 

berdampak semakin luasnya kawasan permukiman . 

Dinamika perubahan penggunaan lahan untuk permukiman dipengaruhi oleh 

pergerakan manusia dalam membangun permukiman serta pindahnya fungsi-

fungsi wilayah, seperti pendidikan, industri, perdagangan, dan lain sebagainya 

(Kaur et al. 2004). Faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan 

penduduk dan fungsi-fungsi wilayah berkembang ke daerah pinggir, yaitu faktor 

pendorong yang berhubungan dengan daerah asal dan faktor penarik yang 

berkaitan dengan daerah tujuan (Yunus 1991). Pesatnya pembangunan akan 

menyebabkan perubahan tutupan lahan, dimana ruang terbangun semakin 

mendominasi dan mendesak ruang-ruang alami untuk berubah fungsi (Pribadi et 

al. 2006). 
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Menurut Sitorus (2004) penggunaan lahan untuk berbagai aktivitas pada 

umumnya ditentukan oleh kemampuan lahan atau kesesuaian lahan dalam wilayah 

tersebut dan kesesuaian lahan bagi suatu areal dapat digunakan sebagai pegangan 

dalam pemanfaatan wilayah tersebut. Kesesuaian lahan untuk permukiman dapat 

dibedakan atas 2, yaitu: (1) kesesuaian lahan aktual atau kesesuaian lahan alami, 

yaitu kesesuaian lahan pada saat dilakukan evaluasi lahan tanpa ada perbaikan 

yang berarti dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kendala atau faktor pembatas yang ada dalam suatu lahan dan (2) kesesuaian 

lahan potensial, yaitu kesesuaian terhadap penggunaan lahan setelah diadakan 

usaha-usaha perbaikan tertentu yang diperlukan terhadap faktor-faktor 

pembatasnya. Faktor-faktor pembatas dalam evaluasi lahan dapat dibedakan atas 

faktor pembatas yang bersifat permanen dan faktor pembatas yang bersifat non 

permanen. Faktor pembatas yang bersifat permanen merupakan pembatas yang 

tidak memungkinkan untuk diperbaiki dan kalaupun dapat diperbaiki, secara 

ekonomis sangat tidak menguntungkan. Faktor pembatas yang dapat diperbaiki 

merupakan pembatas yang mudah diperbaiki dan secara ekonomis masih dapat 

memberikan keuntungan dengan masukan teknologi yang tepat 

Hardjowigeno (2003) dan Heripoerwanton (2009) mengungkapkan bahwa 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, disamping dapat 

menimbulkan terjadinya kerusakan lahan juga akan meningkatkan masalah 

kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Karena itu, evaluasi penggunaan lahan 

harus dilakukan agar rencana tataguna tanah dapat tersusun dengan baik. 

Selanjutnya evaluasi lahan merupakan salah satu pekerjaan dalam perencanaan 

dan pengembangan wilayah. Dalam perencanaan tataguna tanah, proses penilaian 

potensi suatu lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu diperoleh dengan cara 

melakukan survey dan pemetaan tanah yang hasilnya digambarkan dalam bentuk 

peta, sebagai dasar untuk perencanaan tataguna tanah, sehingga tanah dapat 

digunakan secara optimal. Lahan mempunyai kualitas terbaik untuk suatu jenis 

kegunaan apabila sesuai untuk kegunaan tersebut. Lahan yang mempunyai 

kualitas terbaik untuk pertanian belum tentu mempunyai kualitas yang baik untuk 

lokasi perumahan. Kualitas lahan mencerminkan kondisi lahan yang berhubungan 

dengan kebutuhan atau syarat penggunaan lahan. 
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Muta'ali (2013) menentukan lahan yang dapat digunakan untuk permukiman 

memiliki beberapa karakteristik, antara lain: a) memiliki topografi datar sampai 

bergelombang (lereng 0-25%); b) tersedianya sumber air dengan jumlah yang 

cukup (60-100 liter/org/ hari); c) tidak berada pada daerah rawan bencana 

(longsor, banjir, erosi, abrasi dan tsunami); d) drainase baik sampai sedang; e) 

tidak berada pada daerah sempadan sungai, pantai, dan waduk; f) tidak berada 

pada kawasan lindung; dan g) tidak berada pada kawasan budidaya pertanian dan 

sawah irigasi teknis.  

Selanjutnya, Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005 mengeluarkan 

kriteria kesesuaian lahan  untuk permukiman antara lain: a) tidak berada pada 

kawasan hutan lindung; b) bebas dari pencemaran dan bencana alam; c) 

ketinggian lahan kurang dari 1 000 meter dpl; d) kemiringan lahan tidak melebihi 

15%; e) tidak mengganggu jalur perhubungan; f) kondisi sarana prasarana 

memadai; dan g) dekat dengan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan kota (CBD). 

USDA (1971) telah menetapkan kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman. 

Secara rinci kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman 

Sifat tanah 
Kesesuaian lahan 

Baik Sedang Buruk 

Drainase 

Dengan ruang dibawah tanah 
Baik sampai sangat 

baik 
Sedang Agak buruk sampai 

terhambat 
Tanpa ruang bawah tanah 

Sedang sampai 
sangat cepat 

Agak buruk Buruk sampai 
terhambat 

Air tanah musiman (1  
bulan atau lebih) 

Dengan ruang dibawah tanah 
>150 cm >75 cm <75 cm 

Tanpa ruang bawah tanah 
>75 cm >50 cm <50 cm 

Banjir Tanpa Jarang Sering 
Lereng 0-8 % 8-15% >15% 
Mengembang-mengkerut Rendah Sedang Tinggi 
Besar butir GW,GP,SP,GM, 

GC, SM,SC,CL, 
dengan PI <15 

ML,CL  
dengan PI >15 

CH,MG,OL,OH 

Batuan kecil Tanpa-sedikit Sedang  
Batuan besar Tanpa Sedikit  
Dalamnya hamparan 
batuan 

Dengan ruang dibawah tanah 
>150 cm 100-150 cm < 100 cm 

Tanpa ruang bawah tanah 
>100 cm 50 -100 cm <50 cm 

Sumber : USDA (1971) 
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Keterangan :  
PI   = Indek plastisitas    GW = Kerikil gradiasi baik 
GP = Kerikil gradiasi buruk   GM = Kerikil lanau 
GC = Kerikil lempung anorganik  SM = Pasir lanau 
SC = Pasir lempung anorganik   ML = Lanau plasitas rendah 
CL = Lempung anorganik plasitas rendah CH = Lempung anorganik plasitas tinggi 
MG= Lanau kerikil    OL = Lanau organik plasitas rendah 
OH = Lanau organik plasitas tinggi 

 

2.3. Bencana Banjir 

2.3.1. Definisi banjir 

Banjir merupakan aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan 

tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melampaui 

badan sungai serta menimbulkan genangan atau aliran dalam jumlah yang 

melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia (BKSPBB 2007). 

Banjir merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, karena 

berhubungan dengan besarnya curah hujan. Secara klasik, penebangan hutan di 

daerah hulu DAS dituduh sebagai penyebab banjir. Apalagi hal ini didukung oleh 

sungai yang semakin dangkal dan menyempit, bantaran sungai yang penuh 

dengan penghuni, serta penyumbatan saluran air. 

Banjir merupakan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang 

terjadi selama musim hujan yang meliputi potensi daerah, terutama sungai yang 

relatif landai. Selain itu, banjir juga bisa disebabkan oleh naiknya air yang 

disebabkan oleh hujan deras di atas normal, perubahan suhu, tanggul yang rusak, 

dan obstruksi aliran air di lokasi lain. Banjir dapat menyebabkan kerusakan besar 

pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Wardhono et al. 2012). 

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2008 bencana merupakan peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana 

banjir dapat diartikan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh bencana banjir 

yang berdampak timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda dan dampak psikologis  
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2.3.2. Faktor penyebab banjir 

Asdak (1995) membedakan tiga faktor yang mempengaruhi banjir, yaitu 

elemen meteorologi, karakteristik fisik DAS dan manusia. Elemen meteorologi 

yang berpengaruh pada timbulnya banjir adalah intensitas, distribusi, frekuensi 

dan lamanya hujan berlangsung. Karakteristik fisik DAS yang berpengaruh 

terhadap terjadinya banjir adalah luas DAS, kemiringan lahan, ketinggian dan 

kadar air tanah. Manusia berperan pada percepatan perubahan karakteristik fisik 

DAS yaitu dengan semakin meningkatnya permintaan penggunaan lahan untuk 

permukiman dan prasarana wilayah akan mengurangi penggunaan lahan lainnya 

seperti hutan dan semak belukar. 

Curah hujan merupakan faktor penting penyebabab terjadinya banjir, 

intensitas curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan berlangsung merupakan 

faktor akan menyebabkan terjadinya banjir. Selain faktor curah hujan, 

karakteristik DAS dan prilaku manusia mempengaruhi terjadinya banjir. Daerah 

dengan karakteristik relatif datar, daerah tumpuan air (kipas fluvial, tanggul alam, 

dataran banjir), dan memiliki DAS yang luas merupakan faktor fisik wilayah yang 

mendorong terjadinya banjir. Manusia sebagai faktor penyebab dan mempercepat 

perubahan karakteristik DAS. Penggunaan lahan untuk permukiman semakin 

mengurangi daerah resapan saat terjadinya musim penghujan, akibatnya terjadinya 

peningkatan air permukaan dan semakin luasnya genangan banjir. 

Popovska et al. (2010) menyatakan bahwa banjir yang disebabkan oleh 

hujan deras merupakan salah satu bencana alam dan akan mempengaruhi 

kehidupan manusia dan pembangunan sosial. Selain itu, frekuensi kejadian 

bencana alam banjir merupakan akibat dari pemanasan global. Oleh karena itu, 

studi tentang penilaian risiko dan zonasi kerusakan banjir yang disebabkan oleh 

hujan deras sangat penting untuk membuat strategi untuk mencegah dan 

mengurangi kerusakan akibat banjir. Penilaian risiko bencana alam didefinisikan 

sebagai penilaian pada kedua kemungkinan terjadinya bencana alam dan tingkat 

bahaya yang disebabkan oleh bencana alam. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

bencana alam merupakan hasil dari interaksi dari kedua dampak lingkungan fisik 

dan manusia serta kerentanan lingkungan . 
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Bencana banjir pada beberapa negara di dunia dapat juga didorong oleh 

migrasi penduduk karena desakan ekonomi. Sebagai akibatnya, berkurangnya 

kontrol penggunaan lahan terutama pada daerah resapan dan daerah aliran sungai 

(Penning-Rowsell 2003). Sedangkan Yüksek et al. (2013) mengemukakan bahwa 

faktor manusia yang paling penting  dalam menyebabkan bencana  sebagai akibat 

kesalahan penggunaan lahan, deforestasi, urbanisasi, dan pemukiman.  

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang sangat cepat telah 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Lahan yang semula berupa lahan 

terbuka berubah fungsi menjadi kawasan permukiman dan industri. Hal ini tidak 

hanya terjadi pada kawasan perkotaan, namun juga terjadi pada kawasan budidaya 

dan lindung yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan. Dampak yang 

ditimbulkan akibat perubahan penggunaan lahan  tersebut adalah terjadinya 

peningkatan aliran permukaan dan sekaligus menurunkan air resapan. 

Peningkatan aliran permukaan dan menurunnya jumlah air resapan akan 

menyebabkan bencana banjir. 

Mudelsee et al. (2003) menyatakan bahwa efek radiasi perubahan 

antropogenik dalam komposisi atmosfer diperkirakan akan menyebabkan 

perubahan iklim, terutama peningkatan dari siklus hidrologi yang menyebabkan 

risiko banjir meningkat. Peristiwa cuaca ekstrim telah menyebabkan bencana bagi 

kehidupan dan permukiman penduduk dalam beberapa tahun terakhir. 

Peningkatan intensitas curah hujan, penyempitan saluran drainase, pembuangan 

limbah industri dan rumah tangga, sedimentasi, dan penggunaan lahan mendorong 

terjadinya banjir, sehingga banjir dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan 

manusia. Dengan demikian perlu adanya perhatian tentang perencanaan fisik 

perkotaan (Aderogba 2012). 

El-Kadi dan Yamashita (2007) menyatakan bahwa banjir dapat terjadi  

karena: 1) kapasitas yang tidak memadai dari saluran aliran alami untuk 

mengakomodasi arus banjir; 2) medan di beberapa sungai relatif bergelombang 

yang memperlambat aliran air; 3) penyeberangan jembatan membatasi aliran air; 

dan 4) perkembangan sepanjang sungai. 

Banjir merupakan fenomena alam yang tidak sulit untuk dicegah, namun 

beberapa kegiatan manusia seperti meningkatnya jumlah pemukiman manusia dan 
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fasilitas sosial yang terletak di dataran banjir, dan mengurangi kapasitas retensi air 

alami dari tanah dan perubahan iklim berkontribusi untuk meningkatkan 

kemungkinan terjadinya banjir. Penilaian bahaya melibatkan penentuan tingkat 

aliran air banjir dengan probabilitas kejadian tertentu. Penilaian bahaya banjir 

dapat ditentukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk memahami sifat 

dari banjir maka harus memiliki kemampuan antara lain: mengidentifikasi 

kemungkinan terjadinya banjir; mengidentifikasi waktu terjadinya; dan 

mengidentifikasi tingkat dan intensitas dampak yang ditimbulkan oleh banjir 

(Stoica dan  Iancu 2011). 

BKSPBB (2007) menyatakan bahwa bencana banjir disebabkan oleh tiga 

hal, yaitu: 

1. Peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan 

air laut, badai, dan sebagainya. Indonesia merupakan wilayah bercurah hujan 

tinggi, sekitar 2.000-3.000 milimeter setahun. Apabila suatu saat curah hujan 

melebihi kisaran (range) tersebut, maka banjir sulit dielakkan, termasuk 

terjadinya amblesan tanah (land subsidence). 

2. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan 

berdampak pada perubahan alam. Aktivitas sosial ekonomi manusia yang 

sangat dinamis, seperti deforestasi (penggundulan hutan), konversi lahan pada 

kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai / saluran untuk permukiman, 

pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, dan sebagainya. 

3. Degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada 

catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur 

sungai dan sebagainya. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi 

Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Limapuluh Kota terletak pada bujur 

100015’ BT - 100053’BT dan lintang 0025’LU - 0025’LS. Waktu penelitian  

dilaksanakan selama enam bulan, yakni pada Juli – Desember  2017. Gambar 2 

merupakan lokasi penelitian secara administratif. 

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian 

3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan atas dua jenis, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari pengukuran dan 

pengumpulan dari lapangan, sedakan data sekunder diperoleh dari dokumen, 

informasi, dan catatan resmi yang berasal dari berbagai instansi terkait. Tabel 2 

disajikan matrik jenis dan sumber data. 
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Tabel 2.  Matrik jenis dan sumber data penelitian 

No Jenis data Sumber 
1. Peta lereng Citra Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM)1  Arc Second 
2.  Peta jenis tanah Peta Jenis Tanah (PPT) Bogor tahun 

1990 skala  1 : 250.000 
3.  Peta sistemlahan/ 

landsystem 
Regional Physical Planning Program for 
Transmigration tahun 1990 skala 1 : 
250.000 

4. Data curah hujan BMKG Sicin periode 1975-2017 
5.  Peta geologi Badan Geologi Bandung tahun  tahun 

2007 skala 1 ; 250.000 
6.  Tutupan lahan Landsat 7+ETM tahun 2016 dan 

dikoreksi dengan citra Quick Bird 0.65m 
tahun 2010. 

7 Elevasi Citra Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM)1  Arc Second 

 

3.3. Teknik Analisis Data 

3.3.1. Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Permukiman 

Kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman berdasarkan USDA (1971), 

Hardjowigeno  dan Widiatmaka (2007), Muataáli (2012), Hermon (2012), Umar 

(2016) yaitu:  lereng, banjir, drainase, batuan kerikil, tekstur, dan kedalaman 

efektif. Sitorus (2004) kelas kesesuaian lahan untuk permukiman dapat dibedakan 

atas empat kategori, yaitu: sangat sesuai (S1), sesuai (S2), sesuai marjinal (S3), 

dan tidak sesuai (N). Untuk mendapatkan peta satuan lahan pada wilayah 

penelitian dihasilkan dari overlay beberapa peta tematik, yaitu: peta lereng, peta 

jenis tanah, peta bentuk lahan. Peta lereng dihasilkan dari Digital Elevation Model 

(DEM) menggunakan citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)1  Arc 

Second dengan skala 1 : 25.000. Peta jenis tanah  diturunkan dari Peta Jenis Tanah 

(PPT) (1990) skala  1 : 250.000 yang diperbesar menjadi skala  1 : 25.000. Peta 

bentuklahan dihasilkan dari land system skala 1 : 250.000 yang dibuat oleh 

Regional Physical Planning Program for Transmigration (1990) diperbesar 

menjadi skala 1 : 25.000. Hasil overlay ketiga peta tematik tersebut menunjukkan 

pada wilayah penelitian terdapat 24 unit satuan lahan. 
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Tabel 3. Kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman 

Indikator/Bobot Sub Indikator Harkat Skor 
Lereng (%)(15,5) 0-8 4 62 

8–16 3 46,5 
16-27 2 31 
>27 1 15,5 

 
Banjir (25,4) Tanpa 3 76,2 

Jarang 2 50,8 
Sering 
 

1 25.4 

Drainase  (32,1) Baik sampai sangat baik 3 96,3 
Sedang 2 64,2 
Agak buruk sampai terhambat 
 

1 32,1 

Batuan Kerikil (8,2) Sedikit 3 32,6 
Sedang 2 16,4 
Banyak 1 8,2 

 
Tekstur/besar butir 
(8,6) 

Agak Kasar (lempung berpasir, 
pasir berlempung, pasir) 

3 25,8 

Agak Halus (liat berpasir, 
lempung liat berdebu, lempung 
berliat, lempung liat berpasir) 

2 17,2 

Halus (liat berdebu, liat) 1 8,6 
 

Kedalaman Efektif 
(10,2) 

Dangkal (<50c m) 3 30,6 
Sedang (50-90 cm) 2 20,4 
Dalam (>90 cm) 1 10,2 

Sumber : USDA (1971) ,  Muta'ali (2012), Hermon (2012), Umar (2016), dan 
Umar dkk. (2017b) 

 
Tabel 3 merupakan kriteria yang digunakan untuk kesesuaian kawasan 

permukiman. Indikator yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan  

kawasan permukiman yaitu: lereng, banjir, drainase, batuan kerikil, tekstur, dan 

kedalaman efektif. Hasil perkalian antara bobot dengan harkat akan diperoleh skor 

masing-masing indikator. Untuk menentukan zonasi kesesuaian lahan untuk 

permukiman digunakan Persamaan 1. Hasil analisis diperoleh total skor tertinggi 

sebesar 323,5 dan total skor terendah sebesar 100 maka dengan empat kelompok 

kelas diperoleh interval sebesar 55.  Tabel 4 merupakan kelas interval kesesuaian 

lahan untuk kawasan permukiman. 
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         .............................................(1) 
  

Keterangan :         
 

I  = besar jarak interval kelas 
c = jumlah skor tertinggi 
b = jumlah skor terendah 
k = jumlah kelas yang diinginkan 

 

Tabel 4.  Kelas interval kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman 

Kelas Kesesuaian Kelas Interval Indeks Kesesuaian untuk Kawasan 
Permukikan 

Sangat sesuai (S1) 266-324 Zona permukiman sangat sesuai 

Sesuai (S2) 211-265 Zona permukiman sesuai 

Sesuai marginal (S3) 156-210 Zona permukiman sesuai marginal 

Tidak sesuai (N) 100-155 Zona permukiman tidak sesuai 

 
3.3.2. Zonasi Rawan Banjir 

Deliniasi kawasan rawan banjir ditentukan dengan menggunakan  tujuh 

indikator, yaitu: lereng, elevasi, penggunaan lahan, curah hujan, bentuklahan, 

jenis tanah, dan geologi. Peta lereng dan elevasi dihasilkan dari Digital Evation 

Model (DEM) menggunakan citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 

Arc Second. Peta curah hujan diperoleh dari interpolasi data curah hujan BMKG 

Sicin periode 1975-2017 pada lima stasiun curah hujan di Kabupaten Limapuluh 

Kota yang membentuk garis isohyet. Peta jenis tanah diturunkan dari Peta Jenis 

Tanah  tahun 1990 skala 1:250.000. Bentuklahan dihasilkan dari RePPProT  tahun 

1990 skala 1:250.000. Peta geologi diturunkan dari skala 1 : 250.000 yang 

dihasilkan oleh Badan Geologi Bandung tahun 2007. Selanjutnya peta 

penggunaan lahan Kabupaten Limapuluh Kota dihasilkan dari interpretasi citra 

Landsat 7+ETM tahun 2016 dan dikoreksi dengan citra Quick Bird 0.65m tahun 

2010. Untuk dapat melakukan overlay, maka dilakukan penyamaan skala peta 

yaitu 1:50.000.  Tabel 5 disajikan indikator penentuan zona rawan banjir. 
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Tabel 5.  Indikator rawan banjir. 

Indikator/Bobot Sub. Indikator Harkat Skor 

Jenis Tanah (5) Dystric cambisols,haplic acrisols 5 25 
Haplic acrisols 4 20 
Haplic acrisols,dystric cambisols 4 20 
Dystric nitrosols,rhodic ferralsols, dystric cambisols 3 15 

 Umbric andosols,humic cambisols 3 15 
 Dystric cambisols,dystric geysols 2 10 
 Dystric cambisols,ferric acrisols 1 5 
    
Lereng (%) (20) 0-8 5 100 

8 -16 4 80 
16-27 3 60 
27- 40 2 40 

 >40 1 20 
    
Bentuk lahan (15) Fluvial 5 75 

Karst 4 60 
Struktural 3 45 
Vulkanik 2 30 
Denudasional 1 15 
   

Curah Hujan (15) > 5000 6 90 
4500-5000 5 75 
4000-4500 4 60 
3500-4000 3 45 
3000-3500 2 30 
2500-3000 
 

1 15 

Elevasi Sungai (15) 0-5 meter 5 75 
10-15 meter 4 60 
15-20 meter 3 45 
20-25 meter 2 30 
>25 meter 1 15 
   

Penggunaan Lahan 
(10) 

Permukiman 5 50 
Sawah 4 40 
Lahan kosong 4 40 
Kebun campuran 3 30 
Semak belukar 2 20 
Hutan 1 10 

    
Geologi (5) Aluvium (Qh) 5 25 

Batu apung tufa (Qpt) 4 20 
Batu kuasa campur batu lanau (Tms) 4 20 
Batu andesit (Qvmt) 3 15 

 Batu gamping (TLs) 3 15 
 Batu bara (MLt) 2 10 
 Batu sabak campur kuarsa (PCks) 2 10 
 Batu filit, kuarsa campur batu lanau (pTps) 1 5 
 Batu vulkanik (Tmv) 1 5 

Sumber : Umar (2016) 

 

Hasil perkalian antara bobot dengan harkat akan diperoleh skor diperoleh 

masing-masing indikator. Untuk menentukan zonasi rawan digunakan Persamaan 

1. Hasil analisis menghasilkan total skor tertinggi sebesar 440 dan total skor 

terendah sebesar 85, maka dengan tiga kelompok kelas diperoleh interval sebesar 

118 seperti yang disajikan pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Kelas Interval Rawan Banjir. 

Kelas Kerawanan Kelas Interval Indeks Kerawanan 

Kelas Rendah 85-203 Zona Rawan Rendah 

Kelas sedang 204-321 Zona Rawan Sedang 

Kelas tinggi 322-440 Zona Rawan Tinggi 

Sumber : Umar (2016) 
 

3.3.3. Prioritas Pengembangan Kawasan Permukiman 

Pengembangan prioritas didasarkan pada hasil overlay antara kesesuaian 

lahan untuk kawasan permukiman dengan zona rawan banjir. Indikator yang 

menjadi prioritas adalah lahan yang sangat sesuai dan tidak memiliki tingkat 

kerawanan banjir tinggi. Hal ini dapat diartikan semakin sesuai lahan maka akan 

menjadi prioritas untuk pengembangan kawasan permukiman, namun juga 

dipertimbangkan tingkat kerawanan terhadap bencana banjir. Semakin tinggi 

tingkat kerawanan banjir maka tidak menjadi prioritas.  

3.3.4. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan 

Untuk menentukan arahan kebijkan mitigasi ditentukan berdasarkan pendapat 

pakar dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Pakar 

akan menentukan penilaian yang berdasarkan skala 1 sampai 9 secara 

perbandingan  berpasangan  (pairwise comparision). Menurut Saaty (1983), 

Marimin  dan Maghfiroh (2010) skala 1 sampai 9. Nilai dan definisi pendapat 

pakar dalam skala perbandingan ada  pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Kriteria penilaian dalam AHP 

Nilai Keterangan 
1 A sama penting dengan B 
3 A sedikit lebih penting dari B 
5 A jelas lebih penting dari B 
7 A sangat jelas lebih penting dari B 
9 A mutlak lebih penting dari B 

2, 4, 6, 8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan 
      Sumber: Saaty (1983), Marimin  dan Maghfiroh (2010) 
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Pakar yang digunakan untuk penentuan arahan kebijakan mitigasi berasal dari 

Perguruan Tinggi, LSM, Bappeda Kab. Limapuluh Kota, Tokoh masyarakat, 

Pusat Kajian Kebencanaan UNP, dan BPBD Kab. Limapuluh Kota. Jumlah pakar 

yang digunakan untuk penentuan arahan kebijakan mitigasi pada zona rawan 

banjir sebanyak 25 orang pakar.  
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IV. HASIL PENELITIAN 

4.1. Deskriptif Wilayah 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi 

Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Limapuluh Kota terletak pada bujur 

100015’ BT - 100053’BT dan lintang 0025’LU - 0025’LS. Wilayah penelitian 

memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut: 

Utara : berbatasan dengan Provinsi Riau 

Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam 

Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau 

Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pasaman 

Kabupaten Limapuluh Kota terbagi atas 13 kecamatan dengan luas 3.315,5 

Km2. Kecamatan yang paling yakni kecamatan Kapur IX dengan luas 906,1 Km2. 

Tabel 8 disajikan kecamatan dan luas di Kabupaten Limapuluh Kota. 

Tabel 8. Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota 

No Kecamatan Luas (Km2) 

1 Kec. Akabiluru 110,2 

2 Kec. Bukit Barisan 351,8 

3 Kec. Guguak 94,1 

4 Kec. Gunuang Omeh 148,4 

5 Kec. Harau 300,8 

6 Kec. Kapur IX 906,1 

7 Kec. Lareh Sago Halaban 210,3 

8 Kec. Luak 45,3 

9 Kec. Mungka 150 

10 Kec. Pangkalan Kotobaru 748,6 

11 Kec. Payakumbuh 61 

12 Kec. Situjuah Limo Nagari 65,4 

13 Kec. Suliki 123,5 
Sumber : BIG 2017 

 

Berdasarkan morfologi Kabupaten Limapuluh Kota memiliki kawasan yang 

relatif berbukit dan bergunung. Mofologi Kabupaten Limapuluh Kota lebih dari 

41 persen merupakan kawasan yang kemiringan lebih dari 27 persen dan kawasan 

ini relatif curam dan terjal. Kawasan yang datar hanya sekitar 15 persen dari total 



 

 
 
 

luas wilayah. Kondisi modfologi dan kemiringan lereng Kabupaten Limapulu

Kota disajikan pada Gambar 3 d

Gambar 

 

Datar

luas wilayah. Kondisi modfologi dan kemiringan lereng Kabupaten Limapulu

Kota disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

Gambar 3. Grafik Morfologi Kabupaten Limapuluh Kota

 

 

Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng 
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luas wilayah. Kondisi modfologi dan kemiringan lereng Kabupaten Limapuluh 
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Gambar 5. Peta Bentuk Lahan 

Kabupaten Limapuluh Kota murupakan kawasan yang berada pada zona 

bukit barisan. Secara geomorfologi kawasan ini sebagian besar terbentuk karena 

proses pengangkatan dan proses asal vuknanik. Sehingga sebagian besar bentuk 

lahan yang terbentuk berupa denudasional, struktural, dan vulkanik, serta kars. 

Namun proses perombakan juga terjadi oleh tanaga air yang membentuk bentuk 

lahan asal fluvial. Gambaraan bentuk lahan pada Kabupaten Limapuluh Kota 

disajikan pada Gambar 5. 

Berdasarkan tipe geologi Kabupaten Limapuluh Kota sebagian besar 

merupakan kawasan Aluvium (Qh) dan batu kapur campur lanau (Tms). Hal ini 

menunjukkan jelas bahwa pada periode tertentu telah terjadi proses pengangkatan 

dan perombakan oleh tenaga air  sehingga banyak terbentuk material endapan. 

Selain itu, pada wilayah penelitian juga ditemukan banyak batuan metamorf yakni 

batuan yang terbentuk karena tekanan dan temperatur yang tinggi. Tipe geologi 

pada wilayah penelitian disajikan pada Gambar 6.  
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Gambar 6.  Peta Geologi 

 

Wilayah penelitian memiliki intensitas curah hujan yang terdistribusi secara 

beragam. Rata-rata curah hujan tahunan tergolong tinggi yakni 3500-4000 

mm/tahun. Wilayah penelitian memiliki tipe curah hujan orografis, yakni curah 

hujan yang terjadi karena faktor topografi. Intensitas curah hujan semakin kehulu 

sungai semakin tinggi dan sebaliknya pada wilayah yang lebih rendah intensitas 

curah hujan semakin rendah. Gambar 7 disajikan distribusi curah hujan pada 

wilayah penelitian. 

Gambar 8 merupakan penggunaan lahan wilayah penelitian hasil interpretasi 

citra Landsat ETM+7 tahun 2016. Berdasarkan peta penggunaan lahan  

menunjukkan bahwa wilayah penelitian masih memiliki kawasan hutan. Kawasan 

hutan pada wilayah penelitian sekitar 70 persen berubah menjadi hutan sekunder. 

Perubahan kondisi hutan primen menjadi hutan sekunder dapat menyebabkan 

tergagunya siklus hidrologi. Curah hujan dapat berlangsung lebih cepat karena 

terjadinya peningkatan temperatur disekitar.  
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Gambar 7. Distribusi curah hujan 

 

Gambar 8. Penggunaan Lahan 
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4.2. Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Permukiman 

Kesesuaian lahan untuk permukiman dihasilkan dari penilaian beberapa 

indikator, yaitu: kemiringan lereng, genangan banjir, drainase, sebaran batuan 

kerikil, tekstur, dan kedalaman efektif. Penilaian terhadap indikator ditentukan 

empat kelas kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman. Hasil analisis 

menunjukkan terdapat 10,3 persen kawasan yang sangat sesuai (S1), sekitar 40 

persen kawasan sesuai (S2), sekitar 46 persen kawasan sesuai marjinal (S3), dan 

sekitar 3,7 persen kawasan tidak sesuai (N) untuk kawasan permukiman. Tabel 9 

dan Gambar  9 disajikan hasil analisis kesesuaian lahan untuk permukiman di 

Kabupaten Limapuluh Kota  

Tabel 9. Hasil analisis kesesuaian lahan untuk permukiman 

No Indeks Kesesuaian 
Luas 

Km2 Persen 

1. Sangat Sesuai S1 341,4 10,3 

2. Sesuai S2 1326,0 40,0 

3. Sesuai Marjinal S3 1524,9 46,0 

4. Tidak Sesuai N 122,7 3,7 

 

Gambar 9. Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Permukiman 
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4.3. Zonasi Rawan Banjir 

Kabupaten Limapuluh Kota berdasarkan hasil analisis overlay peta jenis 

tanah, peta lereng, peta bentuk lahan, peta curah hujan, peta elevasi atau 

ketinggian, peta penggunaan lahan, dan peta geologi dapat ditentukan zonasi 

kawasan rawan banjir. Pada wilayah penelitian zonasi rawan banjir dibedakan atas 

tiga ketogori yaitu rawan tinggi, rawan sedang, dan rawan rendah. Hasil analisis 

menunjukkaan bahwa pada wilayah penelitian zona rawan banjir tinggi sekitar 6,2 

persen dari luas wilayah, sekitar 50,6 persen zona rawan sedang, dan sisanya 

sekitar 43,2 persen zona rawan rendah. Gambar 10 disajikan zonasi rawan banjir 

pada Kabupaten Limapuluh Kota. 

 

Gambar 10. Zona rawan banjir 

4.4. Zona Prioritas Kawasan Permukiman 

Zona prioritas kawasan permukiman dihasilkan dari overlay peta kesesuaian 

lahan untuk permukiman dengan zona rawan banjir. Wilayah yang menjadi 

prioritas untuk dikembangkan yakni wilayah yang sangat sesuai (S1) dan tingkat 

kerawanan banjir rendah. Hal ini dapat diartikan semakin tidak sesuai dengan 
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kesesuaian lahan dan memiliki bahan yang tinggi tidak akan menjadi prioritas 

dalam pengembangan kawasan permukiman. Hasil analisis untuk wilayah 

penelitian sebagian besar merupakan prioritas 4, yakni sesuai (S2) dan indeks 

kerawanan sedang. Untuk pemanfaatan lahan berkelanjutan perlu adanya 

perbaikan dan memperhatikan karakteristik lahan untuk pengembangan wilayah. 

 

Gambar 11. Zona prioritas kawasan permukiman 

4.5. Arahan Kebijakan Pembangunanan Berkelanjutan pada Zona Rawan 

Bencana 

Pembagunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memanfaatkan 

sumberdaya alam secara optimal untuk kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mengabaikan kebutuhan generasai yang akan datang. Dalam kontek pemanfaatan 

lahan pembagunan berkelanjutan bahwa suatu pembagunan harus adanya 

perencanaan yang mempertimbangkan semua kepentingan dan tanpa 

meninggalkan kerusakan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang 

akan datang. Melakukan evaluasi kesesuaian lahan dan penyusunan prioritas 

kawasan pengembangan permukiman merupakan salah satu bentuk arahan 

kebijakan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. 
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Gambaran kondisis keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan pada Kabupaten 

Limapuluh Kota ditentukan dengan analisis MDS (Multi Dimention Scaling). 

Dimensi yang dilakukan penilaian dibedakan atas empat kategori yakni biofisik, 

sosial ekonomi, hukum dan politik, dan kelembagaan. Hasil analisis terhadap 

empat dimensi tersebut menunjukkan bahwa demensi sosial ekonomi mengalami 

keberlanjutan, dimensi biofisik cukup berkelanjutan, dan dimensi hukum dan 

kelembagaan tidak berkelajutan. Hasil analisis keberlanjutan dalam pemanfaatan 

lahan disajikan pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Analisis Keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan 

 

Kabupaten Limapuluh Kota merupakan kabupaten yang memiliki sekitar 6,2 

persen zona sangat rawan (rawan tinggi) bencana banjir. Oleh karena itu maka 

perlu disusun langkah-langkah kebijakan baik dalam bentuk regulasi, konservasi, 

dan mitigasi. Hasil analisis terhadap masing-masing kriteria tersebut dengan 

menggunakan metode AHP  diperoleh tiga alternatif arahan kebijakan utama 

yaitu: a) pendidikan kebencanaan; b) peningkatan sosialisasai pada  zona rawan 

banjir; dan c) perencanaan ruang berbasis bencana. Gambar 13 disajikan hasil 

analisis arahan kebijaka pembagunan berkelanjutan pada zona rawan banjir. 
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Gambar 13.  Arahan kebijakan 

 

 

4.6. Pembahasan 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan lahan, baik 

untuk kebutuhan pertanian maupun kebuutuhan tempat tinggal. Pemanfaatan 

lahan yang tanpa memperhatikan kemampuannyan akan dapat menyebabkan 

degradasi lahan dan bencana alam. Menurut Sitorus (2004) penggunaan lahan 

untuk berbagai aktivitas pada umumnya ditentukan oleh kemampuan lahan atau 

kesesuaian lahan dalam wilayah tersebut dan kesesuaian lahan bagi suatu areal 

dapat digunakan sebagai pegangan dalam pemanfaatan wilayah tersebut. 

Selanjutnya, Hardjowigeno (2003) mengungkapkan bahwa penggunaan lahan 

yang tidak sesuai dengan kemampuannya, disamping dapat menimbulkan 

terjadinya kerusakan lahan juga akan meningkatkan masalah kemiskinan dan 

masalah sosial lainnya. Karena itu, evaluasi penggunaan lahan harus dilakukan 

agar rencana tataguna tanah dapat tersusun dengan baik. Selanjutnya evaluasi 

lahan merupakan salah satu pekerjaan dalam perencanaan dan pengembangan 

wilayah.  

Kabupaten Limapuluh Kota memiliki wilayah yang berbukit dan bergunung 

serta memiliki intensitas curah hujan relatif tinggi yakni 3000-4000 mm/tahun. 

Dengan karakteristik biofik tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan dan 
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bencana alam bila tidak memperhatikan kemapuan lahan dalam pemanfaatan. 

Hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman menunjukkan bahwa 

sekitar 46 persen wilayahnya merupakan sesuai marjinal (S3) untuk kawasan 

permukiman. Har ini berarti dalam pemanfaatan harus melakukan perbaikan dan 

membutuhkan modal yang lebih dalam pemanfaatan lahan. 

Selain itu, Kabupaten Limapuluh Kota memiliki sekitar 6,2 persen wilayah 

dengan tingkat kerawanan tinggi. Upaya mitigasi secara non struktural dapat 

dilakukan dengan pembuatan zona prioritas pemanfaatan lahan untuk kawasan 

permukiman. Zonasi prioritas kawasan permukiman menghasilkan 8 skala 

prioritas, dan zona prioritas yang paling luas yakni prioritas 4 dengan indek 

kerawanan sedang dan kesesuaian lahan sesuai (S2). Hal ini menunjukkan 

pengoptimalan pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman membutuhkan 

berbaikan lahan baik perbarikan sistem drainase, penimbunan, dan upaya 

konservasi sumberdaya dalan. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan pembagunan 

jangka panjang. Pembangunan berkelajutan meruppakan upaya 

mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kebutuhan generasi 

sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang (WCED 1987 

dan Mutaáli 2013). Hasil analisis keberlajutan Kabupaten Limapuluh Kota 

menunjukkan bahwa peningkatan sosial ekonomi masyarakat dalam pertanian dan 

perkebunan menyebabkan terjadinya kerusakan biofisik. Hal ini terjadi karena 

tidak tegaknya hukum dan belum kuanya kelembagaan masyarakat. Tejadinya 

kerusakan terhadap biofisik oleh sekelompok masyarakat, aparat penegak hukum 

tidak tegas dalam melakukan penindakan dan kelembagaan masyarakat 

membiarkan kejadian berlangsung. Oleh karena itu, sebagai arahan kebijakan 

mitigasi banjir di Kabupaten Limapuluh Kota maka tiga prioritas utama, yaitu: a) 

pendidikan kebencanaan; b) peningkatan sosialisasai pada  zona rawan banjir; dan 

c) perencanaan ruang berbasis bencana.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab terdahulu, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Kabupaten Limapuluh Kota sekitar 46 persen wilayahnya memiliki tingkat 

kesesuaian marjinal (S3) untuk kawasan permukiman. Kawasan permukiman 

dengan kelas sesuai marjinal (S3) dalam pemanfaatan membutuhkan 

perbaikan fisik lahan dan membutuhkan modal yang lebih.  

2. Hasil analisis menunjukkaan bahwa pada wilayah penelitian zona rawan 

banjir tinggi sekitar 6,2 persen dari luas wilayah, sekitar 50,6 persen zona 

rawan sedang, dan sisanya sekitar 43,2 persen zona rawan rendah. 

3. Hasil analisis untuk wilayah penelitian sebagian besar merupakan prioritas 4, 

yakni sesuai (S2) dan indeks kerawanan sedang. 

4. Hasil arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman pada zona 

rawan banjir di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat tiga alternatif  utama, 

yaitu: a) pendidikan kebencanaan; b) peningkatan sosialisasai pada  zona 

rawan banjir; dan c) perencanaan ruang berbasis bencana. 

5.2. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab diatas, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Kepada pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota agar merencanakan 

pemanfaatan ruang khusus untuk pengembangan permukiman agar 

memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan lahan, sehingga lahan tidak 

mengalami degradasi dan bencana lingkungan pada masa yang akan datang. 

2. Kepada BPBD Kabupaten Limapuluh Koto secara kontiniu untuk 

mensosialisasikan kebencanaan kepada masyarakat. 

3. Kepada Dinas Tata Ruang agar selektif dalam pemberian izin pemanfaatan 

ruang terutama untuk pengembangan kawasan permukiman. 
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By New Emission Regulation of Vehicle  

Ketua Japan 
Foundation, 
KLH dan 
PPSML-UI 

2008 PengendalianLimbah Cair Pabrik Minyak 
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IKASMA 2 Padang, 
Perhumas Padang, 
Kanwil Depdikbud 
SUMBAR 

Peserta 

1999 Semlok peningkatan pengelolaan 
perkuliahan dosen program studi kimia  
FPMIPA IKIP Padang 

Due like-FMIPA 
UNP 

Peserta/Panitia 

2000 Semlokpenyusunanbuku ajar  
kimiaJurusan Kimia FMIPA UNP 

Due like-FMIPA 
UNP 

Peserta/Panitia 
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2000 Semlok peningkatan proses pelaksanaan 
praktikum program studi pendidikan 
kimia FMIPA UNP Padang   

Due like -FMIPA 
UNP 

Peserta 

2006 Raker Nasional AMDAL  Kementrian Negara 
LingkunganHidup 
RI 

Peserta 

2006 Seminar Akademik Kimia HMJ Kimia UNP Pemakalah 
2007 Seminar Ilmiah dan Munas I  PerhimpunanCende

kiawanLingkungan 
Indonesia 

Peserta 

2007 Semlok Dukungan dan inisiatif 
Perguruan Tinggi terhadap adaptasi dan 
mitigasi perubahan Iklim 

BadanKerjasamaPu
satStudiLingkungan 
(BKPSL) Indonesia 

Peserta 

2008 Diklat Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Hijau 

BAPEDALDA Kota 
Padang 

Nara Sumber 

2008 Lokakrya Pengelolaan Taman Raya 
(Tahura) Dr. Moh. Hatta 

UNAND Peserta 

2008 Rakernas AMDAL Kementrian Negara 
LIngkunganHIdup 

Moderator 

2010 Seminar Nasional Pertimbangan 
Lingkungan Untuk Penataan Ruang 

PERWAKU dan 
PPSML-UI 

Peserta 

2011 Seminar Nasional, 
MuberdanTemuKangenIkatan Alumni 
BIOLOGI FMIPA UNP 

ILUNI UNP PembicaraUtama 

2014 Workshop Curriculum in Japan Japan Foundation Peserta 
 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat 
2000 Penerapan kimia terpakai Home Industri di kelurahan pasir 

kandang koto tangah kotamadya Padang 
Koto Tangan Kota 
Padang 

2006 Pelatihan Kimia Terapan Dalam Rangka Meningkatkan 
Keterampilan Guru-Guru Kimia Kota Solok 

Solok– SUMBAR 

2013 Pelatihan kompetensi guru. SD/SMP/SMA kota 
Padang. 

2014 Sosialisasi kurikulum 2013 SMP 4 kota Padang 
2015 Perlibatan masyarakat kampus UNP dalam rangka green 

campus melalui pemanfaatan Biogas 
UNP FMIPA 

 
 

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 
Peran/Jabatan Institusi( Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, 

Manajemen Sistem Informasi Akademik 
dll) 

Tahun ... s.d. ... 

Dosen Universitas Jambi/MIPA/Kimia 1991 s.d. 1997 
Dosen IKIP/Universitas Negeri Padang/FMIPA/ 

Kimia 
1997 s.d. sekarang 

Kepala Badan Badan Lingkungan Hidup Kota Padang/ 2005 s.d 2011 
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Bapedalda 
Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kota Padang 2011s.d 2014 
Dosen 1. Program S1 Jurusan Kimia UNP 

2. Program S2 Jurusan Kimia UNP 
3. Program S1/S2 Kesehatan Masyarakat 

Unand 
4. Program S2/S3 Ilmu lingkungan UNP 
5. Program S2 Jurusan Geografi UNP 

2014 s.d. sekarang 
 
 
 
 

Ketua Pusat Penelitian Kependudukan dan 

lingkungan Hidup Universitas Indonesia 
2015 - sekarang 

 
PERAN DALAMKEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Tahun Jenis /Nama Kegiatan Pembimbing/Pembina Tempat 

1991s.d.1992, dan 
1995 s.d 1997 

 
PenasehatAkademik 

 

 
Pembimbing/Pembina 

Jur. Kimia FMIPA 
Univ. Jambi 

1997 s.d. 
sekarang 

Penasehat Akademik Pembimbing/Pembina Jur.Kimia/FMIPA 
UNP 

 
PENGHARGAAN/PIAGAM  

Tahun BentukPenghargaan Pemberi 
2013 Setya Lencana Pramuka  Gubernur Sumbar 

   
 

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 
Tahun Jenis/ Nama Organisasi Jabatan/jenjangkeanggotaan 

1989 
s.d.sekarang 

Ikatan Alumni Kimia UNAND Anggota 

1997s.dsekarang Yayasan BIMA (Bina MandiriAnak) Ketua 
1997. 
s.d.sekarang 

Yayasan SPEC (Society of Poor People of 
EconomicandEnvironmental). 

Wakil Ketua 

2005. s.d. 2008 Alumni Kimia FMIPA UNAND Se Indonesia 
Priode 2005-2008 

Ketua 

2009. 
s.d.sekarang 

KetuaPerwaku (Persatuan Cendikiawan 
Lingkungan) Indonesia  wilayah Sumatera 
Barat 

Ketua 

2009. sd 
Sekarang 

Ketua Yayasan BIMA (Bina Mandiri Anak) 
untuk Anak autism dan GanguanTumbuh 
Kembang 

Ketua 
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Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar 
dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 
 

Padang,   Januari 2017 
       Yang menyatakan, 
 
        dto 
 
       Dr. H. Indang Dewata, M.Si 
       NIP. 19651118 199102 1 003 
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